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(PJ. SEKRETARIS DAERAH ~. 
KABUPATENBEKASI ~ { 

Tanggal 

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN 

PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI / INSTANSI SWASTA 



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara Tahun 
1950); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud tersebut di atas pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air 
Susu lbu Eksklusif dan Penyediaan Ruang Menyusui di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi I lnstansi 
Swasta; 

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian 
Air Susu lbu Eksklusif, dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan 
Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu 
lbu merupakan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk 
mendukung Pemerintah tersebut, perlu mengatur 
mengenai Pemberian Air Susu lbu Eksklusif dan 
Penyediaan Ruang Menyusui; 

a. bahwa pemberian Air Susu lbu kepada bayinya 
merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak asasi 
bagi bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi 
karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan 
dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan 
perlindungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu lbu 
kepada bayi dan penyediaan ruang menyusui; 
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9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
48/Men.PP/XXl/2008, Nomor PER.27/MEN/Xll/2008, dan 
Nomor 1177 /Menkes/PB/XI 1/2008 tentang Peningkatan 
Pemberian Air Susu lbu Selama Waktu Kerja di Tempat 
Kerja; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291 ); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali 
di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5606); 



PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DAN PENYEDIAAN 
RUANG MENYUSUI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BEKASI / INSTANSI SWASTA 

M E M U T U S KA N: 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sekasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2020 Nomor 2). 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-374 
Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati 
Sekasi Provinsi Jawa Barat; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Perkantoran (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara 
Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1676); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Sayi dan Prociuk 
Sayi Lainnya (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 750); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas 
Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu lbu (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441 ); 

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 
Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah 
Menuju Keberhasilan Menyusui (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 175); 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; 
7. Air Susu lbu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar 

payudara ibu; 
8. Air Susu lbu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu 

yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa 
tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan 
lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, 
biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi 
tenaga kesehatan; 

9. lnisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMO adalah bayi begitu lahir 
setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk 
dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam; 

10. Ruang Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui 
dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, 
menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI; 

11. Bayi adalah anak dari baru Jahir sampai berusia 12 ( dua be las) bu Ian; 
12. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai 

pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan; 
13. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan 

menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan lainnya, botol susu, dot, dan 
empeng; 

14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; 

15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan 
di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 
melakukan upaya kesehatan; 

16. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan 
tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui; 

17. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan antara lain 
konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat; 

18. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau 
tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk 
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber 
bahaya; 

19. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin 
langsung suatu tempat keria atau bagiannya yang berdiri sendiri; 

20. Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh 
masyarakat untuk beraktivitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, 
pasar tradisional atau swalayan, supermarket atau mal, dan lain sebagainya; 

21. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana 
umum; 

22. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib 
menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali 
atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. 

Pasal6 

(1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib 
melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya 
paling singkat selama 1 (satu) jam. 

(2) lnisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi 
melekat pada kulit ibu. 

Pasal5 

Bagian Kedua 
lnisiasi Menyusu Dini 

(1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang 
dilahirkan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat 
lndikasi Medis pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi. 

(3) Penentuan lndikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh dokter. 

(4) Dokter dalam menentukan lndikasi Medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan 
standar prosedur operasional. 

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan AS! Eksklusif. 

Pasal4 

Pasal3 

BAB Ill 
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pengaturan pemberian ASI eksklusif dimaksudkan untuk: 
a. Melindungi hak bayi dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

melalui peningkatan pemberian ASI Eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan 
dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun; 

b. Memberi kesempatan kepada ibu menyusui yang bekerja untuk memberikan atau 
Memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI Perah untuk diberikan 
kepada bayinya; dan 

c. Memenuhi hak ibu menyusui yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan ibu 
dan bayinya; 

d. Memenuhi hak bayi untuk mendapatkan AS! guna meningkatkan gizi dan 
kekebalan bayi; dan 

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 



(1) Ruang Menyusui diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat 
merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan 
kesehatan yang ada di Tempat Keria dan Tempat Sarana Umum. 

(2) Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan kesehatan. 

(3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan 
sarana dan prasarana Ruang Menyusui sesuai dengan standar minimal dan 
sesuai kebutuhan. 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Sarana dan Prasarana 

(1) Dalam menyediakan Ruang Menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan 
Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus melakukan Perencanaan. 

(2) Perencanaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 
jumlah Ruang Menyusui yang harus disediakan, meliputi: 
a. Jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui; 
b. Luas area kerja: 
c. Waktu/pengaturan jam kerja; dan 
d. Sarana dan prasarana. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Perencanaan 

Dalam menyediakan Ruang Menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara 
Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur: 
a. perencanaan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. ketenagaan; dan 
d. pendanaan; 

Pasal8 

(1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus 
memberikan kesempatan bagi ibu yang bekeqa di dalam ruangan dan/atau di luar 
ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja. 

(2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang menyusui 
sesuai standar. 

Pasal7 

BABIV 
RUANG MEYUSUI 

Bagian Kesatu 
Um um 

(2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap 
saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. 



(1) Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar 
untuk Ruang Menyusui 

(2) Standar untuk Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang 
kurangnya meliputi: 
a. Kursi dan meja; 
b. Wastaf el; dan 
c. Sabun cuci tangan. 

Pasal13 

(1) Peralatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari 
peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. 

(2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
meliputi: 
a. Lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI; 
b. Gel pendingin (ice pack); 
c. Tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan 
d. Sterilizer botol ASI. 

(3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
meliputi: 
a. Meja tulis; 
b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI; 
c. Konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir 

minum ASI, spuit Sec, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc; 
d. Media KIE tentang AS I dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, 

foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui); 
e. Lemari penyimpan alat; 
f. Dispenser dingin dan panas; 
g. Alat cuci botol; 
h. Tempat sampah dan penutup; 
i. Penyejuk ruangan (ACIKipas angin); 
j. Nursing apronlkain pembatas/ pakai krey untuk memerah AS I; 
k. Waslap untuk kompres payudara; 
I. Tisu/lap tangan; dan 
m. Santai untuk menopang saat menyusui. 

Pasal 12 

Persyaratan kesehatan Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 o ayat 
(2) paling sedikit meliputi: 
a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau 

disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui; 
b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup; 
c. Lantai keramik/semen/karpet; 
d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 
e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi; 
f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 
g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; 
h. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan 
i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. 

Pasal 11 



(1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif baik 
secara perorangan, kelompok maupun organisasi. 

(2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui: 

Pasal 18 

BABV 
DUKUNGAN MASYARAKAT 

(1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus 
memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar 
tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja. 

(2) Dalam hal Ruang Menyusui belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat 
Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja sama dengan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan 
provinsi/kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan konseling menyusui. 

(3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai 
Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis 
pelayanan yang diberikan di Ruang Menyusui. 

Pasal17 

(1) Setiap Ruang Menyusui harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap 
sebagai konselor menyusui. 

(2) Penanggung jawab Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum. 

Pasal 16 

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
Tenaga Terlatih Pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif 
antara lain berupa: 
a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; 
b. peningkatan produktivitas kerja; 
c. peningkatan rasa percaya diri ibu; 
d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan 
e. penundaan kehamilan. 

Pasal 15 

(1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat 
menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling 
menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang Menyusui. 

(2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah 
mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

(3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah 
tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya. 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
Ketenagaan 



Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1 ), dikenakan sanksi administrasi berupa: 

Pasal 22 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Bupati dapat 
memberikan penghargaan kepada Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat 
Sarana Umum. 

Pasal 21 

BAB VIII 
PENGHARGAAN 

(1) Tern pat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung 
peningkatan pemberian ASI Eksklusif. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Tempat Kerja, 
Tempat Sarana Umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang menyusui di Tempat Kerja dan Tempat 
Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari 
produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya. 

Pasal 20 

BABVII 
PENDANAAN 

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program ASI Eksklusif dan 
Ruang Menyusui. 

(2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ). Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait. 

(3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas: 
a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, Pengurus 

Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum; 
b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga 

kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan 
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 19 

BABVI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

a. Pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan 
penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI 
Eksklusif; 

b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan 
pemberian ASI Eksklusif; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; 
dan/atau 

d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif. 
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Pada tanggal : 9 September 2021 rj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASIJt 

: Cikarang Pusat Diundangkan di 

DANI RAMDAN 

ttd 

Pj. BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di : Cikarang Pusat 
pada tanggal : 9 September 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 

a. Teguran lisan; 
b. Peringatan tertulis; dan/atau 
c. Pencabutan izin 


